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2BADAN KEBIJAKAN FISKAL – KEMENTERIAN KEUANGAN

INDONESIA RENTAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

KELANGKAAN AIR
Meningkatnya tingkat banjir dan kekeringan yang parah akan

memperparah kelangkaan air bersih.

KERUSAKAN EKOSISTEM LAHAN
Secara ilmiah diprediksi bahwa kebakaran hutan yang parah akan

sangat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya ekosistem, 

keanekaragaman hayati, dan perubahan Biomasa.

KERUSAKAN EKOSISTEM LAUTAN
Naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya

terumbu karang, rumput laut, mangrove, beberapa

keanekaragaman hayati dan ekosistem laut.

PENURUNAN KUALITAS KESEHATAN
Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang ditularkan

melalui vektor dan kematian akibat tenggelam. Kenaikan suhu

dapat menyebabkan kematian akibat serangan panas.

KELANGKAAN PANGAN
Perubahan produksi bioma dan ekosistem dapat menyebabkan

kelangkaan pangan bagi semua makhluk.

RISIKO DARI PERUBAHAN IKLIM

Perubahan Iklim dapat
meningkatkan risiko bencana
hidrometeorologi, yang saat ini
mencapai

80%
Sumber: NDC, 2016

dari total bencana 
yang terjadi di Indonesia.

Potensi kerugian ekonomi
Indonesia dapat mencapai

0,66% s.d. 3,45% 
PDB pada tahun 2030

Indonesia merupakan negara yang 
sangat rentan terhadap perubahan iklim

Sumber: Roadmap NDC Adaptasi, 2020

Indonesia merupakan negara 
kepulauan yang memiliki

>17.000 pulau dan rentan akan

risiko perubahan iklim seperti
kenaikan permukaan laut dan
kebakaran hutan

Dari tahun 2010-2018, emisi GRK 
nasional mengalami tren kenaikan

sekitar 4,3% per tahun.

Sumber Data: KLHK (2020), data diolah

Indonesia mengalami kenaikan
permukaan laut 0,8-1,2 cm/tahun, 
sementara sekitar 65% penduduk
tinggal di wilayah pesisir

Dari tahun 1981-2018, Indonesia 
mengalami tren kenaikan suhu
sekitar 0.03 °C per tahun

Sumber: Bappenas (2021)Sumber: BMKG (2020)
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TREND GLOBAL PENGUATAN AGENDA IKLIM

Paris Agreement dalam COP 21 tahun 2016 sepakat untuk mengurangi laju emisi dari business as usual di tahun 2030, 
untuk menahan laju temperatur global di bawah 2⁰C dari sebelum Revolusi Industri

G20 telah mendorong komitmen negara-negara pada isu perubahan iklim, termasuk untuk phasing out subsidi atas 
fossil fuels.

Pada COP-26 bulan November 2021, negara-negara akan didorong untuk mencapai Net Zero Emissions di tahun
2060 or sooner

Uni Eropa mewacanakan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (bagian dari EU Green Deal) atau 
pengenaan pajak impor untuk barang yang menghasilkan emisi sesuai besaran emisi yang dihasilkan

Lembaga-lembaga keuangan besar telah berkomitmen untuk mulai mengurangi (seperti JP Morgan) dan bahkan 
menghentikan (seperti Goldman Sach) pembiayaan bagi proyek-proyek  terkait fossil fuel

Tren global ESG funds (dana-dana yang memperhatikan prinsip ESG dalam kegiatan investasinya) semakin meningkat pesat 
sejak 2020.



KOMITMEN PENGENDALIAN 

PERUBAHAN IKLIM

RAN-GRK dan RAN-API

Ratifikasi Paris Agreement 

ke UU No.16/2016

Ratifikasi UNFCCC ke UU 

No.6/1994

Ratifikasi Kyoto Protokol ke

UU No.17/2004

Penyampaian NDC ke

UNFCCC

RPJMN 2020-2024

Prioritas Nasional 6

1994

2004

2011 

dan 

2014

2016

2016

2021

LINI MASA KEBIJAKAN 

PERUBAHAN IKLIM NASIONAL
RENCANA PENGUATAN 

KEBIJAKAN KE DEPAN

RESPON KEBIJAKAN FISKAL 

TERHADAP ISU PERUBAHAN IKLIM

Kerangka Fiskal Mitigasi
Perubahan Iklim

(Mitigation Fiscal Framework)

Indonesia’s Green 
Bond/Sukuk Framework

Penguatan Belanja K/L 
melalui Penerapan Climate 

Budget Tagging

Kebijakan Pencabutan
Subsidi BBM

Insentif Perpajakan untuk
pengembangan EBT dan 

teknologi bersih

Mainstreaming Climate 
Budget Tagging dalam APBD

Penguatan Transfer Fiskal
berbasis ekologi

Penyusunan

Climate Change 

Fiscal Framework 

(updating 

Mitigation Fiscal 

Framework)

Integrasi Sistem

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

MRV Perubahan

Iklim nasional

Penyiapan

instrumen fiskal

terkait pungutan

atas karbon (pajak

karbon)

C

O2

Penyusunan SDGs 

Government Securities 

Framework

AGENDA PERUBAHAN IKLIM 

NASIONAL DAN GLOBAL

Perencanaan

Pembangunan Rendah

Karbon dalam RPJMN 

2020-2024

Nationally 

Determined 

Contribution (NDC)

SDGs 13:

Penanganan

Perubahan Iklim

4

Indonesia’s Green 
Bond/Sukuk FrameworkPenyampaian Updated 

NDC dan LTS-LCCR 2050

2020

LTS-LCCR 2050Updated NDC



PARIS AGREEMENT & NDC INDONESIA

Target Penurunan Emisi Per Sektor (MTon CO2e)

IPPUKEHUTANAN ENERGI & 

TRANSPORTASI

LIMBAH PERTANIAN

314

3.25

497

650 398

11

26

9

4

2.75

41%

29%

TARGET 

PENURUNA

N EMISI 

INDONESIA

Sumber: NDC Indonesia, KLHK (2016)

Kebutuhan Pembiayaan Mitigasi Perubahan Iklim per Sektor

Sektor
Second Biennial Update 

Report 
(Rp triliun)

Roadmap NDC Mitigasi
(Rp triliun)

Kehutanan 77,82 93,28

Energi dan Transportasi 3.307,20 3.500,00

IPPU 40,77 0,92

Limbah 30,34 181,40

Pertanian 5,18 4,04

Total 3.461,31 3.779,63

Sumber: Second Biennial Update Report (2018) & Roadmap NDC Mitigasi (2020)

Indonesia telah meratifikasi
Paris Agreement ke dalam UU 
No. 16/2016

Penyampaian Nationally Determined 
Contribution (NDC) kepada UNFCCC

Melalui NDC, Indonesia berkomitmen

menurunkan emisi GRK dari level BaU

pada tahun 2030 sebesar:

29% melalui upaya nasional

41% dengan dukungan internasional

dan

5

Estimasi Biaya Mitigasi Perubahan Iklim

Referensi Ruang Lingkup Estimasi Biaya/Dampak

Second Biennial 
Update Report, 
KLHK (2018)

Biaya mitigasi perubahan iklim
untuk mencapai NDC

Biaya mitigasi akumulatif
mencapai Rp3.461 triliun
hingga tahun 2030

Roadmap NDC 
Mitigasi
Indonesia, KLHK 
(2020)

Biaya mitigasi perubahan iklim
untuk mencapai NDC 
(menggunakan pendekatan
biaya aksi mitigasi)

Biaya mitigasi akumulatif dari
tahun 2020-2030 mencapai
Rp3.779 triliun (Rp343,6 triliun
per tahun)
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Sumber: KLHK, 2021
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Sumber: KLHK, 2021
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Sumber: KLHK, 2021
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Sumber: KLHK, 2021
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Sumber: KLHK, 2021
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Sumber: KLH, 2021
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Sumber: KLHK, 2021
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Sumber: KLHK, 2021
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Sumber: KLHK, 2021

Budget





Source: Vivid Economics
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Instrumen 2018 2019 2020

Belanja Pemerintah Pusat

a. Realisasi Belanja K/L Mitigasi 83,47 50,14 36,12

b. Realisasi Belanja K/L Adaptasi 42,57 33,39 14,99

TKDD*

a. DAK Fisik Air Minum 1,85 1,82 1,29

b. DAK Fisik Pertanian 1,50 1,69 0,48

c. DAK Fisik Irigasi 3,62 2,54 1,29

d. DAK Fisik Kelautan dan Perikanan 0,78 0,79 0,61

e. DAK Fisik Kesehatan dan Sanitasi 17,76 18,81 19,86

f. DAK Fisik Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan

0,35 0,40 0,04

Total 151,90 109,58 74,68

DUKUNGAN APBN SELAMA 4 TAHUN TERAKHIR

Instrumen 2018 2019 2020 2021

Pembiayaan

a. Global Green Sukuk 19,07 11,31 10,86 10,88

b. Green Sukuk Retail - 0,73 5,40** -

Total 19,07 12,04 16,26 10,88

Realisasi Dukungan APBN untuk Aksi Perubahan Iklim (Rp Triliun)

Komitmen Pendanaan Sovereign Green Sukuk (Rp Triliun)

• Secara akumulatif dalam 4 (empat) tahun terakhir, 

realisasi APBN terkait aksi mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim mencapai Rp347,04 triliun (Rp86,76 

triliun per tahun)

• Sovereign Green Sukuk digunakan untuk membiayai

proyek-proyek infrastruktur hijau dalam Belanja K/L 

mitigasi dan adaptasi:

i. 2018: membiayai 13% dari total belanja K/L mitigasi

dan adaptasi

ii. 2019: membiayai 7% dari total belanja K/L mitigasi

dan adaptasi

iii. 2020: membiayai 10% dari total belanja K/L mitigasi

dan adaptasi

iv.Penerbitan GS 2021 diarahkan untuk membiayai

proyek ketahanan iklim, transportasi berkelanjutan, 

dan pengelolaan limbah.Catatan:

* Realisasi TKDD masih bersifat potensi berdasarkan analisis, karena belum ada

mekanisme transfer fiskal berbasis perubahan iklim dan belum memperhitungkan

realisasi instrumen lainnya seperti DAK Non Fisik BLPS, DID pengelolaan sampah, 

DBH SDA Kehutanan dan Panas Bumi, serta Dana Desa.

**Green sukuk retail 2020 masih menggunakan angka penerbitan, belum

menggunakan angka komitmen pendanaan TA 2020.



STRATEGI PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM NASIONAL

Dukungan pendanaan untuk 
mencapai target agenda iklim

dapat berasal dari sektor publik, 
swasta dan internasional menuju 
“a just and affordable transition”

SUMBER 
PENDANAAN

• Badan Usaha Swasta

• Perdagangan Karbon
• APBD
• Lembaga Jasa Keuangan

(Perbankan dan IKNB)

DOMESTIK

APBN NON-APBN

INTERNASIONAL

BILATERAL MULTILATERAL

• Pasar Modal
• BUMN
• Filantropi

• Belanja Pemerintah
Pusat

• Belanja TKDD
• Pajak/Cukai Karbon
• Pembiayaan (Green 

Sukuk, SDGs Bond)

• Pemerintah negara lain
• Swasta dari negara lain

• Green Climate Fund
• Global Environment 

Facility
• Adaptation Fund
• MDBs/IFIs

BPDLH, SDG INDONESIA ONE, ICCTF

Keterbatasan ruang fiskal. Penguatan
agenda reformasi fiskal dan konsolidasi
fiskal akan menjadi kunci keberlanjutan
fiskal ke depan.

Mobilisasi sumber pendanaan perubahan
iklim non-APBN secara optimal, baik
domestik maupun internasional.

Memperkuat kelayakan proyek-proyek
hijau nasional agar mampu dibiayai sektor
keuangan dan mendapat dukungan
internasional.

Mekanisme pasar saat ini belum mampu
merefleksikan perbedaan harga dari sektor
Green dan non-Green. Saat ini masih
sebatas Financing Green, perlu penguatan
untuk Greening the Finance demi 
mendukung agenda pembangunan
berkelanjutan.

Pemulihan ekonomi diiringi dengan upaya
transisi menuju ekonomi hijau yang adil
dan terjangkau.

19

TANTANGAN KE DEPAN

NZE 
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20

Perencanaan program dan penganggaran tdk
terkoneksi→ pendanaan menjadi tdk optimal;

Bahasa renaksi (RAN/D)→ tdk serta merta
terkoneksikan dengan bahasa penganggaran;

PUPK belum diterjemahkan dengan baik→
tumpang tindih kewenangan;

1

3

4 Perencanaan program dan penganggaran tidak tersusun 
dengan bahasa kinerja yang pas→ input-proses-kegiatan-
output-outcome dan juga satuan kegiatand an unit cost;

Problem Perencanaan dan Penganggaran Publik

2
Cost 

center

transforms

Benefit 
center

KONSERVASI
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Perbaikan Tata 
Kelola

Skema Budget 
Tagging & Budget 
Scoring

Perubahan
Mekanisme
Pengelolaan
Sektoral

Sektor jangan
hanya dikelola
secara sektoral

Skema insentif

dan dis-insentif

Berbasis

performa kinerja

AGENDA REFORMASI 
PEMERINTAH



BUDGET SCORING
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Climate Governance in Indonesia

Ministry of Finance is 

responsible for climate 

fiscal policy 

Ministry of Finance c.q. 

The Fiscal Policy Agency 

is also the National 

Designated Authority of 

the Green Climate Fund 

(NDA-GCF) as the core 

interface between the 

country and the GCF

Central Bank and

Financial Sector Authority

• Implementing 
role in climate 
programs and 
climate budget

• Implementing 
role in climate 
policy and 
targets

• National development plan 
related to Climate Programs

• Planning & Budgeting for 
Climate Programs

• Climate Budget Tagging

•Climate Finance 
Policy Formulation & 
Coordination

•Planning & 
Budgeting for 
Climate Programs

•Climate Budget 
Tagging

•Mobilizing other 
financing source for 
climate actions

•Climate Change National 
Focal Point (NFP-
UNFCCC)

•Leading role in Climate 
Policy Formulation and 
Coordination

•Coordinating climate 
program implementation 
and MRV Ministry of 

Environment 
and Forestry 
(Focal Point)

Ministry of 
Finance

Technical 
Line 

Ministries & 
Agencies

Ministry of 
National 

Development 
Planning

Coordinating Ministries

- Coordinating Ministry of Economic Affairs

- Coordinating Ministry of Maritime and Investment

Also coordinating with 

Central Bank (BI) and FSA 

(OJK) to promote green 

and resilience 

development through 

fiscal, monetary, and 
financial policy mix
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Over the past 5 years, the average climate spending was IDR84,9 

trillion per year or 4,1% allocated from the State Budget/year. 

*FY 2020 using budget allocation

In 2016, to increase transparency, the Ministry of Finance began

tracking climate spending in the budget – Climate Budget Tagging

(CBT).

CBT is a process of marking, tracking and identify climate change

outputs and budgets in planning and budgeting documents.

Climate Budget CompositionMitigation and Adaptation Spending

(Rp Trillion)

This only covers 34% per year of the climate 

mitigation financing needs in average per year 

(Rp266,2 trillion per year; according to Indonesia’s 

Second Biennial Update Report)

Climate Change Spending

Limited Budget Capacity
Government Spending on Climate Actions

(2016-2019)

19,7%
31,9%

47,3%
31,4%

80,3%
68,1%

52,7%
68,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Belanja Mitigasi Perubahan Iklim Kekurangan PendanaanClimate Mitigation Spending Financing Gap
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85,01 92,79 
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Mitigation + Co-Benefit Adaptation

76,5%

23,5%

Mitigation + Co-Benefit Adaptation



MENGAPA PERLU CCFF?

Sektor NDC

Rerata emisi per tahun yang … Tingkat kesuksesan, jika
pola masa lampau

terbawa ke kurun 2020-
2030

… idealnya dihindari jika
ingin mencapai target NDC 

(selama 2020-2030)*

… berhasil dihindari
di masa lampau

(selama 2010-2018)*

Energi dan Transportasi 257,4 milyar ton CO2e 104,5 milyar ton CO2e 41%

Industri 2,7 milyar ton CO2e 0,7 milyar ton CO2e 26%

Limbah/Sampah 8,0 milyar ton CO2e 0,3 milyar ton CO2e 4%

Kehutanan dan Pertanian 511,5 milyar ton CO2e 144,3 milyar ton CO2e 28%

Total 779.6 milyar ton CO2e 249.8 milyar ton CO2e 32%

Catatan: *) Relatif terhadap emisi BAU dengan tahun dasar 2010. Nilai tengah antara unconditional dan conditional target. **) Merujuk ke Roadmap NDC Mitigasi, kecuali sektor Industri yang merujuk ke Second BUR. Nilai tengah antara unconditional
dan conditional target. 

***) Angka ini mungkin overestimation, karena ada beberapa investasi di sini yang bukan bersifat proyek infrastruktur lapangan.

Sumber: Roadmap NDC Mitigasi, Laporan Inventorisasi Emisi KLHK, Second BUR Report, Climate Policy Initiative Finance Tracking

Sektor NDC

Rerata investasi hijau per tahun yang … Tingkat pemenuhan
kebutuhan investasi, jika

pola masa lampau
terbawa ke kurun 2020-

2030

… dibutuhkan jika ingin
mencapai target NDC 

(selama 2020-2030)**

… dilakukan di masa 
lampau, oleh pemerintah & 

swasta (selama 2016-
2019)***

Energi dan Transportasi 25.576,2 juta USD 8.405 juta USD 33%

Industri 264,7 juta USD 229 juta USD 86%

Limbah/Sampah 2.157,1 juta USD 204 juta USD 9%

Kehutanan dan Pertanian 2.068,9 juta USD 1.281 juta USD 62%

Total 30.067.1 juta USD 10.119 juta USD 34%

Investasi hijau mesti ditingkatkan baik dari sisi

pemerintah maupun swasta.

• Investasi hijau pemerintah dapat ditingkatkan

jika kapasitas fiskal lebih besar, misalkan karena

pendapatan negara naik lewat carbon taxation 

(atas brown sector) atau belanja negara turun

lewat pengurangan subsidi BBM/listrik.

• Investasi hijau swasta dapat ditingkatkan lewat

pemberian insentif tepat sasaran, seperti subsidi

manufaktur panel surya / subsidi bunga. 

Dengan pola emisi sejauh ini, Indonesia hanya

akan mampu mencapai 32% dari target 

pengendalian emisi yang ada di NDC.

• Dengan pola investasi hijau sejauh ini, 

Indonesia diprediksi hanya akan memenuhi

34% dari kebutuhan investasi hijau yang 

ideal di masa depan.

• Pemenuhan target investasi hijau per sektor

tidak merata, demikian pula pengurangan

emisi yang tercapai. Penyebab adanya

sektor sangat under-financed perlu diselidiki. 



COST-EFFECTIVENESS DALAM MENCAPAI TARGET NDC

Dua Sektor NDC dengan
Target Pengendalian Emisi
Terbesar

Investasi hijau per ton emisi yang dihindari, 
berdasarkan: Seberapa lebih mahal 

praktik Indonesia 
dibanding global ?… yang terjadi aktual di 

Indonesia (2016-2019)**
… berdasarkan rerata

praktik global***

Energi dan Transportasi 80,4 USD per ton 68,3 USD per ton 12,1 USD per ton

Kehutanan dan Pertanian 8,8 USD per ton 5,7 USD per ton 3,1 USD per ton

Rerata 38,9 USD per ton 25,3 USD per ton 13,6 USD per ton

Catatan: *) Relatif terhadap emisi BAU dengan tahun dasar 2010. Nilai tengah antara unconditional dan conditional target. **) Angka ini berdasarkan analisis sementara dan masih dapat berubah. Namun kesimpulan umumnya kemungkinan besar tetap sama. 

***) Berdasarkan target emisi global yang ingin dihindari semua negara di 2030 dan estimasi kebutuhan investasi hijau global untuk mencapai target tersebut.

Sumber: Roadmap NDC Mitigasi, Laporan Inventorisasi Emisi KLHK, McKinsey’s Global Marginal Abatement Cost Report, Climate Policy Initiative Finance Tracking

Dua Sektor NDC dengan
Target Pengendalian Emisi
Terkecil

Investasi hijau per ton emisi yang dihindari, 
berdasarkan: Seberapa lebih mahal 

praktik Indonesia 
dibanding global ?… yang terjadi aktual di 

Indonesia (2016-2019)**
… berdasarkan rerata

praktik global***

Industri 302 USD per ton 24 USD per ton 278 USD per ton

Limbah/Sampah 757 USD per ton 17 USD per ton 740 USD per ton

Rerata 422 USD per ton 21 USD per ton 401 USD per ton

Penyebab tingginya biaya investasi hijau di Indonesia perlu

diselidiki, agar kebijakan yang tepat dapat dirancang untuk

menurunkan biaya tersebut, dan membuat Indonesia dapat

mencapai target NDC secara cost-effective. 

Target penghindaran emisi per tahun (rerata 2020-2030) sesuai NDC.*
- Energi dan transportasi : 257,4 juta ton CO2e
- Kehutanan dan pertanian : 511,5 juta ton CO2e
- Industri :      2,7 juta ton CO2e
- Limbah/sampah :      8,0 juta ton CO2e

Proporsi target sektor terhadap target total.
- Energi dan transportasi : 33,0%
- Kehutanan dan pertanian : 65,6%
- Industri :   0,3%
- Limbah/sampah :   1,0%

Nilai investasi hijau yang dibutuhkan Indonesia utk
“mengendalikan” setiap ton emisi cukup banyak, karena
eksternalitas positif investasi hijau tersebut harus cukup besar
untuk mengimbangi besarnya eksternalitas negatif yang dihasilkan
emission-intensive businesses di Indonesia yang masih cukup
dominan dan/atau bertumbuh pesat.

Beberapa kemungkinan tambahan mengapa upaya

menghindari setiap ton emisi di Indonesia itu costly :

• Suku bunga pinjaman yang tinggi untuk proyek hijau, 

karena masih dianggap berisiko.

• Biaya feasibility study proyek hijau mahal, karena

ketersediaan info/database relevan yang kurang & regulasi

yang kompleks.

• Infrastruktur pendukung kurang, sehingga harus ikut serta

dibangun sebagai bagian dari proyek asli.

• Komponen mesin masih sering diimpor (krn local 

manufacturer tidak banyak), dengan risiko nilai tukar.

• Masih dibutuhkannya foreign expert staff dan biaya training 

bagi local staff.
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DAERAH IELH

Teknokratis→ ranwal -> perda

PENCIPTAAN

Ecological 

Incentives Scheme

MARKETING
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PILKADA SERENTAK

9 Desember 2020
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RenstraRKPDRPJMDRPJPD

Rencana 20 Tahun

penjabaran dari visi, misi,
arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan daerah
jangka panjang untuk 20
(dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman
pada RPJPN dan RTRW.

Rencana 5 Tahun

penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, pembangunan
Daerah dan keuangan Daerah,
serta program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN.

Rencana Tahunan

penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman
pada RKP dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat

Rencana Perangkat 
Daerah 5 tahun

memuat tujuan, sasaran,
program,dan kegiatan
pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah.

Renja

Rencana Perangkat 
Daerah Tahunan

memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran
yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat
Daerah.

Dokumen Rencana Daerah 
Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Sumber: Kemendagri, 2021
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RPJMD
Renstra

PD

Renja
PD

RKPD

KUA PPA

Rancangan 
APBDRKA-PD

RPJPD

APBDDPA-PD

P
E

R
U

M
U

S
A

N

P
E

N
G

E
N

D
A

L
IA

N

• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan 
kedalam RKPD;

• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka 
menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;

• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah 
ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;

• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra 
memedomani program prioritas dalam RPJMD;

• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; 

• Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) 
kedalam kegiatan prioritas;

• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

• Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian 
(hasil) RKPD dan Renja PD. 

Arsitektur Dokumen

Perencanaan & Penganggaran Daerah

Sumber: Kemendagri, 2021

Politik Anggaran
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KINERJA KEPALA PD 

(ESELON II)

KINERJA KEPALA 
BIDANG (ESELON III)

KINERJA KEPALA 
SEKSI (ESELON IV)

SASARAN POKOK

(Pertumbuhan Ekonomi)

RPJPD ARAH KEBIJAKAN

SASARAN DAERAH
(Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian)

KINERJA KEPALA 
DAERAH

TUJUAN DAERAH

(Pertumbuhan Ekonomi)
VISI

MISI

RPJMD

SASARAN PD

(Tingkat pendapatan petani)

PROGRAM

(Produksi pertanian)

PROGRAM

(produksi Perkebunan)

KEGIATAN

(pengadaan 

bibit unggul)

KEGIATAN

(pelatihan 

SDM petani)

KEGIATAN
(Penggunaan 

teknologi tepat 

guna)

KEGIATAN

(Pembukaan 

lahan 

perkebunan)

TUJUAN PD

(NTP)RENSTRA PD

KINERJA 
DAERAH

ARSITEKTUR 
KINERJA* Sumber: TEA, 2020

Ego 
Sektoral

Intervensi

Sumber: Kemendagri, 2021



PEMBANGUNANDAERAH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peningkatan dan
Pemerataan

Kesempatan
Kerja

Peningkatan dan
Pemerataan

Lapangan
Berusaha Peningkatan dan 

Pemerataan  Akses 
dan Kualitas  

Pelayanan Publik

Peningkatan dan
Pemerataan

Pendapatan
Masyarakat

Peningkatan dan
Pemerataan

Daya Saing
Daerah

PMDN 86/2017 Pasal 167 (7), Tujuan dan Sasaran Paling sedikit Mengindikasikan:

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan
Ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

PEMBANGUNAN DAERAH :

Sumber: TEA, 2020
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ARSITEKTUR KINERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH

PP 13/2019

Indikator Kinerja Makro

Indikator Akuntabilitas
Kinerja Pemda

Indikator Penyelenggaraan
Urusan

▪ IPM;
▪ Kemiskinan;
▪ Pengangguran;
▪ Ekonomi;
▪ Pendapatan Perkapita;
▪ Indek Gini

Indikator Kinerja 
Penyelenggaraan 
Urusan

Indikator Sasaran 
RPJMD

Kontruksi
Dok. RPJMD

Kontruksi 
Dok. Renstra PD

TUJUAN
(Indikator Kinerja)

SASARAN
(Indikator Kinerja)

SASARAN
(Indikator Kinerja)

Program & 
Kegiatan

(Indikator Kinerja)

TUJUAN
(Indikator Kinerja)

PROGRAM
(Indikator Kinerja)

=

Tentang Laporan & Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sumber: TEA, 2020

▪ IKLH;
▪ IRB;
▪ Index GRK



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN TAHAN BENCANA

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Resiko
Bencana (IRB)

Indeks Gas Rumah
Kaca (GRK)

PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERBASIS LINGKUNGAN &

KETAHANAN BENCANA

Pembangunan yang berbasis lingkungan dan ketahanan bencana harus menjadi 
komitmen Kepala Daerah yang tertuang dalam indikator tujuan dan/atau sasaran RPJMD  

Sumber: TEA, 2020
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Mengembangkan sistem yang memungkinkan untuk 

menelusuri, memonitoring dan melaporkan pengeluaran-

pengeluaran mitigasi/adaptasi perubahan iklim;

Sistem ini akan menandai anggaran yang relevan dengan 

kegiatan mitigasi/adaptasi perubahan iklim untuk kemudian 

diidentifikasi dan melaporkan proporsi pengeluaran 

pemerintah daerah yang dialokasikan dan direalisasikan dalam 

implementasi tindakan mitigasi/adaptasi;

37

Climate Budget Tagging (SDG’s Goal#13)



ISU UTAMA LOCAL GREEN 
BUDGET TAGGING

Identifikasi akun Belanja Langsung (Permendagri 

13/2006):
1. Belanja Pegawai (5.2.1)→ blnj kompensasi (gaji & 

tunjangan) serta penghasilan lainnya;

2. Belanja Barang dan Jasa (5.2.2)→ pembelian brg & jasa 

yg nilai manfaatnya < 12 bulan;

3. Belanja Modal (5.2.3)→ pembelian brg & jasa yng nilai 

manfaatnya > 12 bulan;

38

1 2
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DBH SDA DAU DAK DID HIBAH DANA DESA

Tujuan mengatasi
ketimpangan fiskal
antara pusat dan
daerah
(keseimbangan
vertikal)

pemerataan
kemampuan
keuangan antar-
Daerah 
(keseimbangan
horizontal)

mendanai kegiatan
khusus yang 
merupakan urusan
daerah dan sesuai
dengan prioritas
nasional

insentif dalam 
meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan 
daerah, layanan dasar,
dan pengentasan 
kemiskinan

Mendanai
penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah untuk
menunjang prioritas
Nasional

Mendanai kegiatan 
bidang 
pembangunan desa 
dan pemberdayaan 
masyarakat desa.

Karakteristik Kegiatan telah ditentukan
(earmarked)

Layanan dasar 
publik dan ekonomi

Kegiatan bidang
reguler (10), 
penugasan (9), dan
afirmasi (6)

Sesuai kebutuhuan
dan prioritas daerah

Pelayanan dasar publik
dan prioritas nasional
berdasarkan usulan K/L 
selaku executing agency

Pelayanan dasar
publik di tingkat
desa

Instrumen Kebijakan
Fiskal yang 
berorientasi
Lingkungan

Bagi hasil bidang
kehutanan

Tidak spesifik
peruntukannya
(block grant)

DAK penugasan
bidang lingkungan
hidup dan kehutanan

Kegiatan untuk
peningkatan kualitas
lingkungan hidup

Kegiatan untuk
peningkatan kualitas
lingkungan hidup

Dukungan
pengelolaan
kegiatan pelestarian
lingkungan hidup

Variabel dalam
formula alokasi yang 
terkait bidang
Kehutanan

Bagi Hasil Dana 
Reboisasi (60% 
pusat, 40% 
provinsi penghasil)

Variabel
kewilayahan

Kriteria teknis bidang
lingkungan hidup dan 
kehutanan

pengelolaan sampah Konservasi dan 
pembangunan kawasan
pedesaan di Taman 
Nasional Gunung Leuser

Pelestarian
lingkungan hidup

Mekanisme
pengawasan kinerja
atas penggunaan
dana

Terukur, 
earmarked untuk
kegiatan reboisasi

Tidak terukur,
karena bersifat
block grant

Terukur, sebagai dasar
mekanisme
penyaluran dan
penyerapan dana

Terukur, ditetapkan
dalam perencanaan
dan penganggaran keu. 
daerah

Terukur, dengan
diilakukan pre-audit 
(persetujuan rencana kerja
oleh K/L), dan 
rekomendasi penyaluran
dari K/L

Terukur, sebagai
dasar mekanisme
penyaluran dan 
penyerapan dana

DJPK, 2018

Pemetaan Instrumen Desentralisasi Fiskal Berorientasi Lingkungan
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*) Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH SDA Kehutahan
Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil.

DBH SDA KEHUTANAN-Dana Reboisasi

No 
PNBP SDA 

Kehutanan

Persentase DBH SDA Kehutanan(PP 55/2005)

Pusat Provinsi
Kab/ Kota 

Penghasil

Pemerataan Kab/Kota 

lainnya

1. IIUPH 20% 16% 64% -

2. PSDH 20% 16% 32% 32%

3. DR 60% 40%* 40% -

DBH SDA Kehutanan:
Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH SDA Kehutanan terdiri atas IIUPH, PSDH, dan DR.

I u r a n  I j i n  U s a h a  
P e m a n f a a t a n  H u t a n  

( I I U P H )  – n o n  
e a r m a r k e d

P r o v i s i  S u m b e r  
D a y a  H u t a n

( P S D H )  – n o n  
e a r m a r k e d

D a n a R e b o i s a s i ( D R )  
- E a r m a r k e d  

• Dipungut dari pemegang
izin usaha pemanfaatan
hasil hutan dari hutan
alam yang berupa kayu

• Dipungut dalam rangka
reboisasi dan rehabilitasi
hutan

• Dihitung dengan rumus
Tarif/Satuan x  Volume

Realisasi Transfer DBH Kehutanan (Rp Triliun)

Perkembangan Sisa DBH DR (Rp Triliun)

❖ Posisi per 31 Maret 2021

✓ Sisa DBH DR adalah DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian
kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran 2016, yang masih terdapat di
Rekening Kas Umum Daerah

Daerah
Sisa DBH DR 2018 

S-408.1/PK/2018

Sisa DBH DR 2019 

S-296/PK/2019

Sisa DBH DR 2020 

S-369/PK/2020

1 2 3 4

Provinsi 0,29 0,84 1,4

Kab/Kota 4,52 3,72 3,32

Total 4,81 4,56 4,72

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

PSDH 0.50 0.66 0.83 0.70 0.74 0.87 0.88

IIUPH 0.11 0.19 0.14 0.17 0.17 0.08 0.07

DR 0.62 0.68 0.85 0.74 0.88 0.61 0.63

DBH Kehutanan 1.23 1.53 1.82 1.61 1.80 1.57 1.58

40

Sumber: DJPK, 2021



41

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Perluasan Penggunaan DBH DR dalam UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN
TA 2021, PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta PMK
19 Tahun 2021 tentang tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

KAB/KOTA PROVINSI

Penggunaan sisa DBH DR yang merupakan bagian

kabupaten/kota yang disalurkan sampai dengan

tahun 2016 dan masih terdapat di kas daerah,

dapat digunakan untuk:

1. Pembangunan dan pengelolaan taman

hutan raya;

2. pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan

3. penanaman daerah aliran sungai kritis,

penanaman pada kawasan perlindungan

setempat, dan pembuatan bangunan

konservasi tanah dan air; dan/atau;

4. Pembangunan dan pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau.

dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh

bupati/walikota sesuai dengan kewenangan pada

bidang terkait.

BATAS WAKTU PENGGUNAAN SISA DBH DR 

OLEH KAB/KOTA ADALAH TA 2022

DBH DR yang disalurkan ke provinsi

penghasil dan Sisa DBH DR Provinsi

digunakan untuk membiayai program

dengan prioritas sebagai berikut:

1. rehabilitasi di luar kawasan;

2. pembangunan dan pengelolaan hasil

hutan kayu, hasil hutan bukan kayu

dan/atau jasa lingkungan dalam

kawasan;

3. operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan

Hutan;

4. pemberdayaan masyarakat dan

perhutanan sosial; dan/atau

5. pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan

Realisasi Program Provinsi

Realisasi Program Kab/Kota

Sumber: 
DJPK, Data 
Realisasi per 
31 Des 2020

Sumber: 
DJPK, Data 
Realisasi per 
31 Des 2020

✓ Program diatas merupakan 3  program dengan realisasi tertinggi dari total 
10 program yang telah ditentukan pada tingkat provinsi.

✓ Program diatas merupakan 3 program dengan realisasi tertinggi dari total 
5 program yang telah ditentukan pada tingkat kab/kota.

No. Program
 % realisasi 

TA 2019 

 % realisasi 

TA 2020 

1
Pencegahan dan Penanggulangan 

Karhutla
57,0% 62,2%

2

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang 

meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, 

Monitoring dan Evaluasi

9,7% 7,7%

3 Pengembangan Perbenihan 9,2% 1,0%

4 Lainnya 24,1% 29,2%

100,0% 100,0%Total

No. Program
 % realisasi 

TA 2019 

 % realisasi 

TA 2020 

1
Pencegahan dan Penanggulangan 

Karhutla
80,8% 75,1%

2
Penanaman Pohon pada Lahan di 

Luar Kawasan
6,1% 1,7%

3
Pengadaan Bangunan Konservasi 

Tanah dan Air
5,9% 11,4%

4 Lainnya 7,2% 11,9%

100,0% 100,0%Total

41

PENGGUNAAN DBH DR TA 2021

Sumber: DJPK, 2021
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SIKLUS PELAKSANAAN DBH DR berdasarkan PMK No. 19/PMK.07/2021 

Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi DBH DR TA 2021

PENUNDAAN 15% dari pagu
Kemenkeu menunda penyaluran pada:

• DBH SDA IIUPH dan PSDH, jika

Bupati/Walikota tidak menyampaikan laporan

dan/atau Bupati/Walikota tidak

menganggarkan kembali sisa DBH DR

• DBH DR jika Gubernur tidak menyampaikan

laporan, dan/atau tidak menganggarkan

kembali sisa DBH DR dalam APBD-P TA 

Berjalan dan/atau APBD TA Berikutnya

PENGHENTIAN
Kemenkeu melakukan penghentian pada:

• DBH SDA IIUPH dan PSDH Kab/Kota 

apabila telah 2 kali berturut-turut dilakukan

penundaan

• DBH DR apabila telah 2 kali berturut-turut

dilakukan penundaan

PENYALURAN KEMBALI
Kemenkeu melakukan penyaluran kembali pada:

• DBH SDA IIUPH dan PSDH Kab/Kota 

apabila Bupati/Walikota telah menyampaikan

laporan realisasi

• DBH DR apabila Gubernur menganggarkan

kembali Sisa DBH DR dalam APBD atau

APBD-P 

Alokasi/Sisa 

DBH DR

Pembahasan RKP*)

• 90% Kegiatan utama

• 10% Kegiatan penunjang

Pelaksanaan 

Dana Reboisasi

Penyampaian Laporan 

Penggunaan**)

Penyaluran DBH SDA 

Kehutanan

Evaluasi Teknis atas

• Besaran Anggaran DBH DR

• Target Capaian Output

Pembahasan Sisa DBH 

DR

Penundaan DBH SDA 

Kehutanan

Penghentian DBH SDA 

Kehutanan

SANKSI
Tidak 

Menyampaikan

Menyampaikan

Tidak 

Menyampaikan

Menyampaikan

dan/atau sesuai

Surat Penetapan Sisa DBH DR

Pasal 9

Tidak Sesuai

Sesuai

Catatan*): Pembahasan RKP DBH DR dilaksanakan antara Pemerintah (Kemenkeu, Kemendagri, dan KLHK) dengan Pemerintah Daerah

**): Lap. Sem I  < Minggu ke-4 Juli TA berjalan

Lap. Sem II < Minggu ke-4 Januari TA berikutnya

42

Sumber: DJPK, 2021
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RINCIAN PERKEMBANGAN SISA DBH DR SE-PROVINSI

Sisa DBH DR 2018 Sisa DBH DR 2019 Sisa DBH DR 2020

S-408.01/PK/2018 S-296/PK/2019 S-369/PK/2020

1 2 3 4 5

1 Provinsi Aceh 9.733.051.641              7.925.834.222              7.264.641.166              

2 Provinsi Sumatera Utara 109.499.559.649           41.969.464.920             40.589.307.030             

3 Provinsi Sumatera Barat 95.705.128.626             68.236.222.388             67.037.353.503             

4 Provinsi Riau 364.122.460.266           319.114.455.307           284.806.785.588           

5 Provinsi Jambi 42.144.531.337             18.713.393.121             10.958.460.844             

6 Provinsi Sumatera Selatan 118.153.020.092           57.441.391.242             32.290.011.845             

7 Provinsi Bengkulu 3.971.080.590              1.263.068.862              1.263.068.862              

8 Provinsi Lampung 312.688.736                 49.776.750                   49.776.750                   

9 Provinsi Jawa Timur -                               466.731.057                 466.731.057                 

10 Provinsi Kalimantan Barat 139.825.480.069           82.282.992.365             92.870.345.453             

11 Provinsi Kalimantan Tengah 1.135.418.841.776        1.171.439.020.695        1.290.365.877.206        

12 Provinsi Kalimantan Selatan 14.441.009.989             8.793.136.873              9.752.816.075              

13 Provinsi Kalimantan Timur 1.130.016.559.193        1.246.070.991.583        1.231.409.958.606        

14 Provinsi Sulawesi Utara 6.990.158.720              4.735.393.394              56.372.397.866             

15 Provinsi Sulawesi Tengah 27.888.679.382             23.565.411.201             12.800.096.910             

16 Provinsi Sulawesi Selatan 1.847.227.483              1.939.985.268              1.939.985.268              

17 Provinsi Sulawesi Tenggara 13.329.572.211             6.827.040.239              4.457.273.789              

18 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.488.195.781              2.306.159.136              1.697.927.191              

19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 9.461.359                     8.868.409                     8.868.409                     

20 Provinsi Maluku 170.023.366.072           153.400.398.913           141.836.615.217           

21 Provinsi Papua 315.920.760.864           280.816.720.261           251.114.343.080           

22 Provinsi Maluku Utara 133.848.001.012           122.174.189.061           137.167.917.579           

23 Provinsi Bangka Belitung 1.160.580.422              801.668.516                 624.745.567                 

24 Provinsi Gorontalo 1.035.669.788              555.295.272                 256.046.772                 

25 Provinsi Kepulauan Riau 1.586.596.387              1.415.820.087              1.775.999.487              

26 Provinsi Papua Barat 234.465.103.166           181.223.097.304           164.344.539.368           

27 Provinsi Sulawesi Barat 12.147.541.774             2.608.045.295              2.928.949.068              

28 Provinsi Kalimantan Utara 721.184.387.169           748.540.391.584           872.288.016.409           

4.809.007.857.624      4.556.131.965.170      4.718.738.855.965      

NO NAMA DAERAH

JUMLAH

Sisa DBH DR 2020

S-369/PK/2020

1 2 3

1 Provinsi Kalimantan Barat 61.752.670.884             

2 Provinsi Kalimantan Tengah 566.986.464.174           

3 Provinsi Kalimantan Timur 283.611.388.127           

4 Provinsi Maluku 75.272.509.779             

5 Provinsi Kalimantan Utara 263.088.105.298           

NO NAMA DAERAH

Sisa DBH DR 2020

S-369/PK/2020

1 2 3

1 Kab. Seruyan 222.095.227.539           

2 Kab. Berau 337.541.358.747           

3 Kab. Kutai Barat 269.552.125.476           

4 Kab. Kutai Timur 193.946.392.324           

5 Kab. Bulungan 217.641.966.835           

NO NAMA DAERAH

5 Provinsi dengan Sisa DBH DR terbesar

5 Kab/Kota dengan Sisa DBH DR terbesar
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DID 2020 terdiri dari 3 kriteria utama sebagai eligibilitas daerah penerima DID dan 9 kategori yang terdiri dari beberapa 

subkategori yang penilaiannya dilakukan secara mandiri/individual. Terdapat kategori kinerja yang baru, yaitu creative financing, 

mandatory spending, ketepatan waktu pelaporan, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi

Kriteria Utama

Opini BPK 

atas LKPD (WTP)

Penetapan Perda

APBD Tepat Waktu

Penggunaan

e-government
(e-budgeting dan

e-procurement)

Kategori Kinerja
1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan

keuangan Daerah

a. Kemandirian Daerah

b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah

c. Pembiayaan Kreatif (Baru)

d. Mandatory spending (Baru)

e. Ketepatan waktu pelaporan (Baru)

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang

Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

b. Peta Mutu Pendidikan

c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional

3. Pelayanan Dasar Publik Bidang

Kesehatan

a. Penanganan Stunting

b. Balita yang mendapatkan imunisasi

lengkap

c. Persalinan di fasilitas kesehatan

4. Pelayanan Dasar Publik Bidang

Infrastruktur

a. Akses sanitasi Layak

b. Sumber air minum layak

5. Kesejahteraan Masyarakat

a. Penurunan Penduduk Miskin

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

6. Pelayanan Umum Pemerintahan

a. Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

b. Penghargaan Pembangunan Daerah

c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP)

d. Inovasi Daerah

7. Peningkatan ekspor (Baru)

8. Peningkatan investasi (Baru)

9. Pengelolaan Sampah

KRITERIA UTAMA dan KATEGORI KINERJA 2020

BARU

10………………………………………………..
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Mobilize Innovative Financing:
Sovereign Green Sukuk and 
Planned SDGs Bond
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Financing Commitment

Green Sukuk Financed Sectors (2016-2019)

Sustainable 
Transportation

Renewable 
Energy

Resilience to 
Climate Change 
for Disaster Risk 
Areas

Energy Efficiency

Waste to Energy 
and Waste 
Management

No Issuance Value 

1 Global Green Sukuk (Mar 2018) USD 1,25 billion

2 Global Green Sukuk (Feb 2019) USD 750 million

3 Green Sukuk Retail (Nov 2019) Rp 1,46 trillion

4 Global Green Sukuk ( Jun 2020) USD 750 million

5 Green Sukuk Retail (Nov 2020) Rp 5,42 trillion

• Sovereign green sukuk is Indonesia’s main financing 

instrument for climate actions.

• Total global green sukuk financing: USD 2,75 billion

• Total green sukuk retail financing: Rp 6,88 trillion

• Green sukuk has financed various projects in 5 sectors 

and mostly for transportation projects.

• MoF is planning to issue SDGs Bond



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74

Helsinki Principles – Workstreams

Align
Align our policies and practices with the Paris Agreement 
commitments

Share

Share our experience and expertise with each other in order 
to provide mutual encouragement and promote collective 
understanding of policies and practices for climate action

Promote Work towards measures that result in effective carbon pricing

Mainstream

Take climate change into account in macroeconomic policy, 
fiscal planning, budgeting, public investment management, 
and procurement practices

Mobilize

Mobilize private sources of climate finance by facilitating 
investments and the development of a financial sector which 
support climate mitigation and adaptation

Engage

Engage actively in the domestic preparation and 
implementation of Nationally Determined Contributions 
(NDCs) submitted under the Paris Agreement

• 2020
Paper “Better Recovery, Better World: 
Resetting Climate Action In The Aftermath Of 
The Covid-19 Pandemic”

• 2021
✓ Aims to provide information and guidance

to ministers on actions taken to achieve 
green recovery and analyze challenges in 
the context of designing policy measures. 

✓ Considers short- and long-term.

+ New Priority

Green recovery

Co-Chairs

Finland & Chile 
(Indonesia)

Members & IPs

52 Countries
18 IPs

Secretariat

World Bank (& 
IMF soon)

Under HP4, e.g.:

Workshops:
• Green 

Budgeting
• Webinar on 

Public 
Expenditure 
and Financial 
Accountability 
(PEFA)

• Survey

Indonesia’s view

➢ Value as member: comparison of climate 
fiscal and financial policy, encourage  
policy dialogue and reform

➢ Further hope: more member & more 
impact, effective and efficient Sherpa 
meetings, and better synergy with other 
fora.
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“We need to maintain and develop the development 
strategy so that Indonesia’s economy able to grow 
higher. tackling poverty. and inclusive development. 
However. our commitment to reduce GHG emissions 
could still be done. We from the Ministry of Finance are 
ready to support the implementation of BPDLH with 
good governance and optimum efficiency. Because 
humans without nature are destitute.”

-Sri Mulyani. Menteri Keuangan RI-

SOURCE AND FUNDING SCHEME BPDLH aims to :
• support conservation and 

environmental management. 
biodiversity management. and 
addressing the impact of climate 
change; also

• Institution in charge for carbon 
market & carbon trade

OFFICIAL CEREMONY OF BPDLH (9 OCTOBER 2019)

Source of Funding

Development partners (multilateral. 
bilateral. non-government)

Revenue from Government Services and 
Investment

Non-Tax Revenue
Funding 
Scheme

Grant

Loan

Subsidy

Emission Trading System

Environment Fund Agency/BPDLH

HP 3: Work towards measures that result in effective carbon pricing

• Indonesia is preparing carbon 
pricing mechanism to 
strengthen the implementation 
of climate policy in Indonesia.

• Draft of Presidential Regulation 
on Carbon Pricing will soon be 
enacted 



RBP di Indonesia (pemerintah)RBP
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No Program Progres Nominal Penurunan
Emisi

Tantangan

1 Letter of Intent (LoI) RI-Norwegia
Penurunan Emisi 2016-2017
Lokasi: Nasional
Wakil Pemerintah: KLHK

Menunggu disbursement 
(penyelesaian isu administrasi terkait
pembayaran/ERPA)

USD 56 juta 11,23 juta
ton CO2eq

- Harus memenuhi
persyaratan administrasi
yang ketat dan sesuai
standar internasional
dari Donor.

- Perlu kejelasan
mekanisme penyaluran
ke pemerintah daerah
dan masyarakat.

- Perlu peningkatan
kapasitas dari
pengembang/pemilik
proyek untuk dapat
memanfaatkan dana.

2 Green Climate Fund (GCF)
Penurunan Emisi 2014-2016
Lokasi: Nasional
Wakil Pemerintah: KLHK

Penyusunan dokumen pembagian
manfaat oleh KLHK

USD 103,8 juta 20,3 juta ton 
CO2eq

3 Forest Carbon Partnership Facilities-
Carbon Fund (FCPF-CF) World Bank
Penurunan Emisi 2021-2025
Lokasi: Kalimantan Timur
Wakil Pemerintah: Pemprov Kaltim

Verifikasi penurunan emisi (setelah
ERPA) oleh World Bank

USD 110 juta 22 juta ton 
CO2eq

4 Bio Carbon Fund World Bank 
Penurunan emisi 2026-2030
Lokasi: Jambi
Wakil Pemerintah: Pemprov Jambi

Proses penyusunan ERPD oleh 
Pemprov Jambi

USD 60 juta 12 juta ton 
CO2eq

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA



RBP di Indonesia (sektor swasta)
RBP
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Disamping RBP yang dilakukan oleh pemerintah, mekanisme RBP lainnya sudah banyak
dilakukan oleh komunitas masyarakat dengan perusahaan asing dalam skema REDD+.

Mayoritas mekanisme perdagangan bersifat sukarela (voluntary) sebagai jembatan
menuju skema perdagangan yang diatur (mandatory).

❑ Skema perdagangan voluntary menggunakan standar kredit karbon Plan Vivo dan 
Verified Carbon Standar (VCS);
✓ Ada sekitar 6 project yang berada di Indonesia menggunakan standard Plan Vivo 

diantaranya: LSM Flora dan Fauna Internasional (3 proyek), Warsi (1 proyek), SSS Pundi (1 
proyek) dan SCF (1 proyek);

✓ Untuk standar VCS, ada 3 proyek yang berlokasi di Indonesia dengan potensi serapan emisi
8,56 juta tCO2e; 

✓ Untuk Warsi sudah menerima pembayaran 2 kali, sebesar Rp 300jt di tahun 2019 dan Rp 1 
miliar di tahun 2020.

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA



Fiscal 

Incentives
Several tax incentives to promote 

green private investment.

Instruments

Tax Holiday 100% tax discount for Up to 20 years depends on the
amount of investment for 17 pioneer industries.

Income Tax
Facility

Tax Allowance for geothermal businesses, renewable
energy generators, and bioenergy industries.
The exemption of article 22 income tax on imported
goods for geothermal business activities.

VAT Facility VAT exemption on imported goods for geothermal
activities.

Import Tax
Facility

Import tax exemption on geothermal activities.

Property Tax Property tax deduction up to 100% for exploration stage.

78

Profit Sharing Fund on Natural Resources (DBH SDA)
• DBH SDA Forestry 
• DBH SDA Oil & Gas
• DBH Mineral Resources
• DBH Geotherman
• DBH Fisheries

Special Allocation Fund for Physical Development (DAK Fisik):
• DAK Fisik Road, Sea & Rural Transportation;
• DAK Fisik Agriculture & Irrigation Development
• DAK Fisik Environment & Forestry Development
• DAK Fisik Water Sanitation & Irrigation Development;
• DAK Fisik Agriculture & Tourism Development
• DAK Fisik Marine & Fisheries Development

Non Physical Special Allocation Fund (DAK Non Fisik)
• DAK Non Fisik for Waste Management (gov subsidy for waste management)

Local Incentive Fund (DID)
• DID on Waste Management

Indonesian Ecological Fiscal Transfer
• National Transfer Based on Ecological Indicators (TANE)
• Provincial Transfer Based on Ecological Indicators (TAPE)
• Regency Transfer based on Ecological Indicators (TAKE)

Regional Fiscal Transfer
Strengthening the capacity of sub-national governments in 

tackling climate change. 

HP 4: climate change in macroeconomic policy, fiscal planning, budgeting, public investment 
management, and procurement practices



Financial Sector Authority Policy:
1. Roadmap of Sustainable Finance,

2. Regulation of Sustainable Finance 
Implementation,

3. Green Bond/Sukuk Regulation,

4. Capability Enhancement to market 
participants with support from the 
International Finance Corporation (IFC) and 
the Sustainable Banking Network (SBN)

Fiscal Policy:
1. Mitigation Fiscal Framework

2. Implementation of Govt. Expenditure for Climate 
Change

3. Tax Facilities

4. Republic of Indonesia’s Green Bond/Sukuk 
Framework

5. Sustainable Finance Platform: SDG Indonesia One, 
Green Climate Fund, BPDLH

6. Development of Climate Change Fiscal Framework

Central Bank Policy:

1. Macroprudential Policy that encourages 
financing in green building and environmentally 
friendly vehicles

2. Technical Assistance/Capacity Building to 
increase awareness about sustainable and 
green finance

3. International Cooperation Forum (Network for 
Greening the Financial System/NGFS)

7
9

Fiscal, Monetary, and Financial Sector 
Policy Mix for Green Economy

HP 4: climate change in macroeconomic policy, fiscal planning, budgeting, public investment 
management, and procurement practices
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BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Green Climate 
Fund





Pendanaan Perubahan Iklim MULTILATERAL
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Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

MDG Achievement Fund

Partnership for Market Readiness

Congo Basin Forest Fund (CBFF)

Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF)

UN-REDD

Adaptation for Smallholder Agriculture Program (ASAP)

Biocarbon Fund

Special Climate Change Fund (SCCF)

Forest Carbon Partnership Facility Readiness Fund

Adaptation Fund

Scaling Up Renewable Energy Program (SREP)

Forest Investment Program (FIP)

Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund

GEF Trust Fund (GEF 4)

GEF Trust Fund (GEF 6)

GEF Trust Fund (GEF 5)

Pilot Program for Climate Resilience (PPCR)

Least Developed Countries Fund (LDCF)

Global Climate Change Alliance (GCCA)

Amazon Fund

Clean Technology Fund (CTF)

Green Climate Fund

Juta USD

Sumber:  https://climatefundsupdate.org (diolah), September 2018 

https://climatefundsupdate.org/
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THANK YOU


